
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
47 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman sebagaimana diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang, Pasal 11 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan
Utilitas Perumahan dan Permukiman di
Daerah, Pasal 53 ayat (3) dan Pasal 66 ayat (2)
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1
Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan
Perumahan dan Kawasan Permukiman serta
dalam rangka memberikan jaminan
ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas
Umum Perumahan, perlu dilakukan
pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umum;

b. bahwa dalam rangka menunjang keberlanjutan
pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas
Umum Perumahan, perlu dilakukan
penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas
Umum dati Pengembang kepada Pemerintah
Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan WaliKota
Banjarmasin tentang Pelaksanaan Serah
Terima Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
Perumahan.

WALl KOTA BANJARMASIN,

WALlKOTABANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURANWALlKOTABANJARMASIN
NOMOR 136 TAHUN2023

TENTANG

PELAKSANAANSERAHTERIMAPRASARANA,SARANA,DAN
UTILITASUMUMPERUMAHAN

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA



Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
NegaraRepublikIndonesiaTahun 1953Nomor9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambaban Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Nomor1820);

2. Undang-undang Nomor26 Tabun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tabun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tabun 2022 tentang Cipta KeIja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2023 Nomor 41, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2009 Nomor 140, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tabun 2022 tentang Cipta KeIja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2023 Nomor 41, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

4. Undang-Undang Nomor 1Tabun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana
telab diubab beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tabun 2022 tentang
Cipta KeIja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambaban Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor6856);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tabun 2011
tentang Rumab Susun (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108,
Tambaban Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah
diubab beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 6 Tabun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintab Pengganti



12.

11.

10.

9.

8.

7.

Undang-Undang Nomor 2 Tabun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang- Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
2023 Nomor 41, Tambaban Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014
ten tang Pemerintaban Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor
244, Tambaban Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telab
diubab beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 6 Tabun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintab Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahuri 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
2023 Nomor 41, Tambaban Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintab Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tabun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
2023 Nomor 41, Tambaban Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintab Nomor 14 Tabun 2016
tentang Penyelenggaraan Perumaban dan
Kawasan Permukiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2016 Nomor 101,
Tambaban Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telab
diubab dengan Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tabun 2021 tentang Perubaban atas
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tabun 2016
tentang Penyelenggaraan Perumaban dan
Kawasan Permukiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2021 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6624);
Peraturan Pemerintab Nomor 64 Tabun 2016
ten tang Pembangunan Perumaban Masyarakat
Berpenghasilan Rendab (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2016 Nomor 316,
Tambaban Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6004);
Peraturan Pemerintab Nomor 13 Tabun 2021
tentang Penyelenggaraan Rumah Susun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
2021 Nomor 23, Tambaban Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6625);
Peraturan Pemerintab Nomor 21 Tabun 2021
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
2021 Nomor 31, Tambaban Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6633);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9

6.



Pasal 1
Dalam Peraturan WaliKota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah WaH
Kota Banjarmasin.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang
selanjutnya disingkat DPRKPadalah Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin.

7. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

BABI
KETENTUANUMUM

Menetapkan: PERATURAN WALl KOTA TENTANG
PELAKSANAANSERAH TERIMA PRASARANA,
SARANA,DANUTILITASUMUMPERUMAHAN.

MEMUTUSKAN:

14.

Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan
Prasarana, Sarana dan dan Utilitas Perumahan
dan Permukiman di Daerah;
Peraturan Daerah Kota Banjannasin Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Banjannasin
(Lembaran Daerah Kota BanjannasinTahun
2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2021 Nomor3, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor
63);
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1
Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan
Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Banjarmasin Nomor 71).

13.



Pasa12
Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman
pelaksanaan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
Perumahan.

(1)

BAB II
MAKSUDDANTUJUAN

8. Badan Hukum .adalah badan hukum yang didirikan oleh warga
negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan
perumahan dan kawasan permukiman.

9. Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara
pembangunan Perumahan dan Permukiman.

10. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian
yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat
tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.

11. Sarana adalah fasilitas dalam Lingkungan Hunian yang berfungsi
untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan
kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.

12. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan
Lingkungan Hunian.

13. Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum adalah
penyerahan berupa tanah dengan bangunan danj' atau tanah
tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab
pengelolaan dari pengembang kepadaPemerintah Daerah.

14. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang Terlantar adalah
Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang belum diserahkan
oleh Badan Hukum/Pengembang kepada Pemerintah Daerah
karena tidak diketahui kedudukan dan keberadaan Badan
Hukum/Pengembangnya atau tidak memiliki surat kuasa
pelepasan hak atas tanah dan Zatau bangunan.

15. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari
permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang
dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai
hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

16. TimVerifikasiadalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Wali
Kota untuk memproses penyerahan prasarana, sarana dan
utilitas kawasan perumahan kepada Pemerintah Daerah.

17. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat
MBRadalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli
sehingga perlu mendapat dulcungan pemerintah untuk
memperoleh Rumah LayakHuni.

18. Tanah Pengganti adalah tanah yang wajib diserahkan oleh
Pengembang sebagai kompensasi atas kekurangan luas lahan
prasarana, sarana dan utilitas akibat ketidaksesuaian hasil
pengukuran yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota
Banjarmasin dengan daftar dan rencana tapak (site plan, zoning
dan lain-lain) yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran
prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada
Pemerintah Daerah.

19. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya ?-~singkatPBG,
adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan
gedung untuk membangun baru, mengubah, mem.perluas,
mengurangi dan / atau merawat bangunan gedung seauar dengan
standar teknis bangunan gedung.



(1)

Bagian Kesatu
Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

Pasal4
Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan
harus memenuhi standar.
Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) p~ing sedikit mem~at.
a. rencana sirkulasi, lebar penampang jalan dan material jalan

untuk kendaraan bermotor, kendaraan tidak bermotor dan
pejalan kaki; .

b. rencana elevasi, perhitungan volume dan material saluran
drainase; . . S d

c. rencana penggunaan tangki septik kedap arr sesuai tan .ar
Nasional Indonesia, baik untuk MBRmaupun bukan MBR,

d. rencana tempat pembuangan sampah skalalaperu)mdahanUti;Ilitas
e. rencana integrasi prasarana (jalan dan s uran an

(2)

BAB III
PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN

PRASARANA,SARANA,DANUTILITASUMUMPERUMAHAN

Pasal 3
(1) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

dilaksanakan dengan prinsip:
a. keterbukaan;
b. akuntabilitas;
c. kepastian hukum;
d. keberpihakan; dan
e. keberlanjutan.

(2) Ke~erbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
yaitumasyarakatmengetahuiPrasarana,Sarana,dan Utilitasyangtelah
diserahkan dan/atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses
informasiterkait dengan PenyerahanPrasarana, Sarana, dan Utilitas
Umum.

(3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb, yaitu
proses PenyerahanPrasarana, Sarana, dan UtilitasUmumyang dapat
dipertanggungjawabkansesuaidenganketentuanperundang-undangan.

(4) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
yaitu menjamin kepastian ketersediaan Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Umum di lingkungan Perumahan sesuai dengan standar,
rencana tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, serta
kondisi dan kebutuhan masyarakat.

(5) Keberpihakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
yaitu Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan Prasarana,
Sarana, dan Utilitas Umum bagi kepentingan masyarakat di
lingkungan Perumahan.

(6) Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
yaitu Pemerintah Daerah menjamin keberadaan Prasarana,
Sarana, dan Utilitas Umum sesuai dengan fungsi dan
peruntukannya.

(2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk menciptakan jaminan
keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan Prasarana Sarana
dan Utilitas Umum di lingkungan Perumahan. ' ,



Pasal 6
Pengembang wajib menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas
Umum Perumaban. .
Setiap Pengembang wajib membangun seSUaldengan reneana
tapak (site plan). / d
Setiap Pengembang yang berbentuk Badan Usaba Ba ~
Hukum dalam melakukan pembangunan PeruI?~an wajib
menyediakan laban Prasarana, Sarana dan UtilltaS Umum

(1)

(2)

(3)

BAB IV
PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

UMUMPERUMAHAN

Bagian Kesatu
Kewajiban Penyediaan Laban Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Perumaban

(4)

(2)

(3)

Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
Perumahan dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah,
dan/ atau Setiap Orang.
Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum wajib
dilakukan sesuai dengan reneana, raneangan, dan perizinan.
Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
Perumahan harusmemenuhi persyaratan:
a. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah;
h. keterpaduan antara Prasarana, Sarana, dan Utilitas dan

lingkunganhunian;
c. ketentuan teknis Standar Nasional Indonesia pembangunan

Prasarana, Sarana, dan UtilitasUnum;
d. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana

dimaksud pada huruf charus memenuhi Standar Pelayanan
Minimal;

e. kemudahan dan keserasian hubungan dalam menunjang
kegiatan sehari-hari;

f. pengamanan jika teJjadi hal yang membahayakan; dan
g. struktur, ukuran, dan kekuatan sesuai dengan fungsi

danpenggunaannya. .
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah seleaai
dibangun oleh Setiap Orang harus diserahkan kepada
Pemerintah Daerab sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(1)

Bagian Kedua
Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

Pasal 5

(jaringan peneranganjalan urnum, telekomunikasi dan listrik)
dengan kawasan sekitar;

f. reneana pemenuhan kebutuhan air bersih; dan
g. ruang terbuka hijau.
Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pereneanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dilakukan
oleh Setiap Orang/Badan Hukum yang memiliki keahlian
dibidang pereneanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

(4)



(3)

(2)

l~ngan lUas Par
an Yang diku1ng sedikit 30o/c .

proporsi s b . aSai Pad 0 (tiga puluh
a. 5% (1' e agat beriku t: a rencana tapak ~ersen) dan lu
h. 25o/c una persen) di szte plan d as

o (dua peru ntUkk ' engan
PrasCtt PUluh lint an sebagai S

(4) Prasaranaana dan Utilitas Ua persen) diperuarana; dan
llleliputi. ' sebagaitnana d' mUm. ntukkan seb .. . 1tnaksud agat
~. Jaringan jalan . pada ayat (1) Pall
. saluran pe b' ng sedikit

c. penYedia lll, Uangan air hu'
d. Saluran an an-minum; [Janatau drainase'
e t pelllbuangan ' '

(5) . empat pelllbu an- limbah at .
Sarana, sebagaitn:gc;m sampah. au Sanltasi; dan
a. ruang terb k ~.dllDaksUdpada a
b. sarana u u a huau; dan yat (1) Paling sedikit .

(6) Utilitas mUm. mellputi:
d'. Umum sebag .

se 11dt tersedianya ja.n:man? dimaksud pad
gan 11Strik. a ayat (1) Paling

Penyerahan Prasaran Bagian Kedua
a, Sarana dan Util'

ttas Umum Perumahan
Pasal 7

Pengembang menyerahkan ~
Umum Perumahan seba' as~ana, Sarana dan Utilitas
(lJ kepa~a WaliKota. gazmana dlmaksud daIam Pasal 6 ayat
Dikecuallkan dan ketentuan s b· .
(1) adalah Utilitas Umum pe~m~~an~ dlI~aksUd pada ayat
dalam Pasal 6 ayat (6). se agatmana dimaksud
Penyerahan Prasarana Sarana dan Utflita Ubaaai .' 1 S mum Perumahanse agaimana dunaksud pada ayat (1) dilakukan:
a. pada awal mengurus perizinan, Pengembang melepaskan hak

atas. t:m-ah. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum secara
administrast dan menyerahkan lahan Prasarana Sarana dan
Utilitas Umum kepada Pemerintah Daerah; ,

b. pelepasan hak atau Penyerahan Prasarana, Sarana dan
Utilitas kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
huruf a, dilaksanakan setelah pengesahan rencana tapak (site
plan);

c. penyerahan secara administrasi sebagaimana dimaksud pada
huruf adisertai sertifikat hak pakai atas nama Pemerintah
Daerah;

d. sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf c belum selesai,
maka penyerahan tersebut disertai dengan surat pelepasan
hak atas tanah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
Perumahan dari Pengembang beserta asli kwitansi/bukti
pelunasan bea batik nama dari Kantor Pertanahan Kota
Banjarmasin menjadi atas nama Pemerintah Kota
Banjarmasin (cap dan tanda tangan basah);

e. Pemerintah Daerah menyiapkan dan melengkapi dokumen
.admtniatraai kepengurusan proses dimaksud huruf d, yaitu:
1. menyiapkan surat pengantar kepada Kantor Pertanahan;
2. menyiapkan surat kuasa pengurusan balik nama kepada

Pengembang; dan
3. menyiapkan dan mengrsr permohonan balik nama

(Formulir 13) dari Kantor Pertanahan.

(1)



Pasal 10
(1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf

a meliputi:
a. Pemerintah Daerah menerima Prasarana, Sarana dan Utilitas

Umum dari Pengembang dalam keadaan baik;
b. lokasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sesuai dengan

rencana tapak (siteplan) yang telah di sahkan; dan
c. Prasarana, S arana dan Utilitas Umum sesuai dengan

dokumen perizinan dan spesifikasi teknis bangunan.
(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf

b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

Pasal9
Pemerintah Daerah menerima Penyerahan Prasararia, Sarana, dan
Utilitas Umum Perumahan yang telah memenuhi persyaratan:
a. umum;
b. teknis; dan
c. administrasi.

Bagian Ketiga
Persyaratan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Perumahan

Pasal8
(1) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dilakukan:
a. paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan; dan
b. sesuai dengan rencana tapak (site plan) yang telah disetujui oleh

Pemerintah Daerah.
(2) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sesuai

rencana tapak (site plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut b
dilakukan:
a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap;

atau
b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.

f. segala biaya kepengurusan sertifikat sebagaimana
dimaksud pada huruf d menjadi tanggung jawab
Pengembang;

g. Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
Perumahan harus sesuai dengan rencana tapak (site plan)
yangtelah disetujui oleh Pemerintah Daerah;

h. Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
Perumahan harus memenuhi persyaratan urnurn, teknis, dan
administrasi;

i. Penyerahan Prasarana dan Utilitas Umum pada Perumahan
tidak bersusun berupa tanah dan bangunan diatasnya.

j. Penyerahan Sarana pada Perumahan tidak bersusun berupa
tanah siap bangun;

k. Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum rumah
susun berupa tanah siap bangun; dan

1. tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada huruf j dan
huruf k berada di satu lokasi dan di luar tanah bersama hak
milik atas satuan rumah susun.



o

Pasal12
(1) TimVerifikasimempunyai tugas:

a. menginventarisasi, meneliti dan menilai kelayakan dan
mengevaluasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang
akan diserahkan berdasarkan tatacara, kriteria, standar dan
persyaratan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah;

b. menilai keabsahan umum, teknis, dan administrasi
Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang telah ditetapkan
dalam.rencana tapak dengan kenyataan di lapangan;

c. menginventarisasi, meneliti dan memeriksa Prasarana, Sarana dan

Pasalll
(1) Wali Kota membentuk Tim Verifikasi untuk memproses

penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas UmumPerumahan.
(2) Tim. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari

unsur:
a. Sekretaris Daerah;
b. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah;
c. Badan Pertanahan Nasional;
d. Perangkat Daerah terkait;
e. Camat terkait; dan
f. Lurah terkait.

(3) TimVerifikasidiketuai oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat
Pembentukan TimVerifikaai

terkait dengan pembangunan Perumahan.
(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

huruf c meliputi:
a. asli sertifikat hak pakai atas nama Pemerintah Daerah atau

asli notaris surat pemyataan pelepasan hak atas
tanah/bangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
Perumahan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah,
disertai asli kuitansi/bukti pelunasan bea balik nama atas
nama Pemerintah Kota Banjarmasin (cap dan tanda tangan
basah) dari KepalaKantor Pertanahan Kota Banjarmasin;

b. fotokopidokumen awal pembangunan Perumahan:
1. rencana tapak (site plan) yang telah disahkan;
2. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi seluruh

bangunan rumah;
3. sertifikat induk Perumahan;
4. sertifikat tanah yang sudah dipecah;
5. dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pemyataan
Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
Hidup;

6. surat informasi peruntukan ruang dan keberadaan sungai;
dan

7. bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir.
c. data detail seluruh Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

yang akan diserahkan beserta taksiran nominal harga
berlaku.



Pasal 14
(1) Tata cara tahap persiapan Penyeraban Prasarana, Sarana dan

Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a
meliputi:
a. Wall Kota menerima permohonan penyerahan Prasarana,

Sarana dan Utilitas Umum dari Pengembang, dilampirkan
dengan persyaratan lengkap;

h. Wali Kota membentuk dan menugaskan Tim Verifikasi untuk
memproses Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas
Umum;

c. Tim Verifikasi mengundang Pengembang untuk melakukan
pemaparan detail Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang
akan diserahkan beserta perkiraan harga berlaku;

d. Tim Verifikasi melakukan inventarisasi terhadap Prasarana,
Sarana dan Utilitas Umum yang akan diserahkan meliputi
rencana tapak yang sah, tata letak bangunan dan laban, serta
besaran Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; dan

e. Tim Veriitkasi menyusun jadwal keIja tim dan instrumen
penilaian.

(2) Tata cara tahap pelaksanaan. Penyeraban Prasarana, Sarana dan
Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasa113 huruf b
meliputi:
a. Tim Verifikasi melakukan penelitian dan penilaian atas

Pasal 13
Tata cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
perumahan dilakukan melalui proses tahapan:
a. persiapan;
h. pelaksanaan penyerahan; dan
c. pasca penyerahan.

Bagian Kelima
Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Perumahan

Utilitas Umum Perumahan yang Terlantar dengan dapat
melibatkan perwakilan warga perumahan dan Lurah;

d. membuat usulan daftar Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
Perumahan yang Terlantar untuk menjadi dasar WaliKotaatau Pejabat
yang ditunjuk mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah
Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang Terlantar kepada
Kantor Pertanahan;

e. memeriksadan menentukan Prasarana, Sarana dan Utilitas
Umum yang akan diserahkan dalam keadaan baik;

f. menyusun jadwal serab terima Prasarana, Sarana dan Utilitas
Umum; dan

g. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Wall Kota.
(2) TimVerifikasidalam melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud pada

ayat (1)dibantu olehsekretariatTimVerifikasi.
(3) Sekretariat Tim Verifikasisebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada

pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakanurusan pemerintahan
bidangperumahandan permukiman.

(4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
sekretariat Tim Verifikaai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.



Pasal 15
(1) Pengembang dilarang menelantarkan Prasarana, Sarana dan

Utilitas Umum.
(2) Pengembang yang menelantarkan Prasarana, Sarana dan

Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan
sanksi administratif.

(3) Dalam hal Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum ditelantarkan
dan belum diserahkan, Tim Verifikasimelakukan penelitian dan
pemeriksaan.

(4) Hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Prasarana,

persyaratan umum, teknis, dan administrasi;
b. Tim Veriitkasi melakukan pemeriksaan lapangan dan

penilaian fisik Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
c. Tim Verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan dan

penilaian fisikdari Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum,
serta merumuskan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
yang layak atau tidak layak diterima;

d. WallKotamemberitahukan hasil penilaian Prasarana, Sarana
dan Utilitas Umum kepada Pengembang;

e. untuk Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang belum
layak diterima, diberikan kesempatan kepada pelaku
pembangunan untuk melakukan perbaikan paling lambat 1
(satu) bulan setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan
spesiItkasi teknis bangunan, kemudian dilakukan perbaikan
dengan biaya ditanggung sepenuhnya oleh Pengembang;

f. Pengembang memberitahukan kepada Tim Verifikasi telah
menyelesaikan perbaikan yang diwajibkan;

g. TimVerifikasimelakukan pemeriksaan dan penilaian kembali;
h. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang layak diterima

dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, disampaikan
kepada WallKota untuk ditetapkan;

i. penandatanganan berita acara serah terima Prasarana,
Sarana dan Utilitas Umum dilakukan oleh Pengembang dan
WallKota dengan melampirkan daftar Prasarana, Sarana dan
Utilitas Umum beserta perkiraan harga berlaku, dokumen
teknis dan administrasi; dan

j. Wall Kota menetapkan penerimaan Prasarana, Sarana dan
Utilitas Umum.

(3) Tata cara tahap pasca Penyerahan Prasarana, Sarana dan
Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c
meliputi:
a. Wall Kota menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas

Umum kepada Perangkat Daerah yang berwenang mengelola
dan memelihara paling lambat 3 (tiga)bulan terhitung sejak
berita acara serah terima ditandatangani;

b. Perangkat Daerah Pengelola Bararig melakukan pencatatan
aset Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum ke dalam daftar
barang milik daerah;

c. Perangkat Daerah yang menerima aset Prasarana, Sarana dan
Utilitas Umummelakukan pencatatan ke dalam daftar barang
milik pengguna; dan

d. Perangkat Daerah yang menerima aset Prasarana, Sarana dan
Utilitas Umum menginformasikannya kepada masyarakat.



Pasa116
Kriteriaditelantarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasa115 ayat (1)
antaralain:
a. kondisi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum:

1. kondisi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sudah layak
dan Zatau sudah waktunya diserahkan, utamanya seluruh
lahan peruntukan rumah sudah dibangun dan seluruh
bangunan sudah tetjual, akan tetapi tidak terlaksana serah
terima; dan

2. kondisi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dalam keadaan
rusak, tidak terpelihara dan dalam keadaan tidak baik dalam
waktu yang cukup lame./Iebihdati 5 (lima)tabun terhitung sejak
seluruh laban peruntukan rumah sudah dibangun dan seluruh
bangunan sudah tetjual.

b. kondisi masyarakat setempat:

Sarana dan Utilitas Umum yang terlantar, yang ditandatangani
oleh Tim Verifikasi.

(5) Hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
paling sedikit memuat:
a. belum dilakukan serah terima administrasi dan/ atau tidak memiliki
surat kuasa pelepasan hak atas tanah danj'atau bangunan;

b. Pengembang sudah tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya
darr/atau tidak adajawaban dari Badan Hukum/Pengembang terhadap
surat permintaan Penyerahan Prasana, Sarana dan Utilitas Umum
Perumahan; dan

c. kondisi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan.
(6) Hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

sebagai bahan usulan penetapan prasarana, sarana dan utilitas sebagai
prasarana, sarana dan utilitas yang terlantar kepada WaHKota.

(7) Berdasarkan Keputusan WaliKota sebagaimana dimaksud pada ayat (6),
Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk membuat berita acara perolehan
Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan terhadap Prasarana,
Sarana dan Utilitas Umum Perumahan yang Terlantar.

(8) Setelah berita acara perolehan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
Perumahan yang Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuat,
Wall Kota atau Pejabat yang ditunjuk mengajukan permohonan
pendaftaran hak atas tanah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
Perumahan yang Terlantar atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin
kepada Kantor Pertanahan.

(9) Walikota atau pejabat yang ditunjuk menerima penyerahan dan
penerbitan Sertifikat Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
Perumahan yang Terlantar dariKantor Pertanahan.

(10)Wall Kota menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
Perumahan yang Terlantar kepada Perangkat Daerah yang
berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga)
bulan setelah Kantor Pertanahan menerbitkan hak atas tanah.

(11)Perangkat Daerah pengelola barang milik Daerah melakukan
pencatatan aset Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
Perumahan yangTerlantar ke dalam Daftar Barang MilikDaerah.

(12)Perangkat Daerah yang menerima aset Prasarana, Sarana dan
Utilitas UmumPerumahan yangTerlantar melakukan pencatatan
ke dalam Daftar Barang MilikDaerah.

(13) Perangkat Daerah pengguna aset Prasarana, Sarana dan Utilitas
Umum Perumahan yang Terlantar melakukan pencatatan ke
dalam Daftar Barang MilikPengguna.



Pasall8
(1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dan penilaian terhadap Prasarana,

Sarana dan UtilitasUmum serta hasil perumusan TimVerifikasiPrasarana,
Sarana dan Utilitas Umum terdapat kekurangan luas laban Prasarana,
Sarana dan Utilitas Umum karena ketidaksesuaian hasil pengukuran,
Pengembangwajib menyediakan Tanah Pengganti.

(2) Penyediaan Tanah Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikecualikan apabila ketidaksesuaian hasil pengukuran disebabkan
karena bencana alamo

(3) Luas Tanah Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihitung

BABVI
TATA CARA PENYEDlAAN TANAH PENGGANTI

Pasal 17
(I) Terkait penyerahan tanah Sarana Perumahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal6 ayat (5)apabila belum disertai sertifikat,
maka paling lambat 6 (enam) bulan setelah proses tahapan
PenyerahanPrasarana, Sarana dan Utilitas Umum dilakeanakan
sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf
a harus diserahkan oleh Pengembang.

(2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila belum
selesai, Pengembang harus menyelesaikan kepengurusannya.

BABV
JANGKAWAKTUPENYERAHANPRASARANA,SARANA,DAN

UTILITASUMUMPERUMAHAN

1. adanya pemyataan dari warga dan ketua RT setempat bahwa
Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sudah lebih dari lima
Tahun tidak terawat terhitung sejak seluruh lahan
peruntukan rumah sudah dibangun dan seluruh bangunan
sudah teIjual; dan

2. adanya permintaan warga dan ketua RT dalam perumahan
dimaksud untuk perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas
Umum.

c. kondisi perusahaan Pengembang:
1. perusahaan Pengembang sudah pailit; atau
2. alamat dan kantor perusahaan Pengembang tidak dapat

ditemukan, nomor telepon yang ada tidak dapat dihubungi,
dan perusahaan Pengembang sudah tidak aktif sebagai
anggota Asosiasi Pengembang Perumahan.

d. kondisi pimpinan perusahaan Pengembang perumahan:
1. pemilik/pimpinan perusahaan sudah meninggal dunia;
2. pimpinan perusahaan diketahui tidak lagi berdomisili di

Provinsi Kalimantan Selatan secara permaneri, dan
melepaskan tanggung jawab pemeliharaan Prasarana, Sarana
dan Utilitas Umum; atau

3. pimpinan perusahaan diketahui tidak mampu lagi
melanjutkan pemeliharaan dan perawatan Prasarana, Sarana
dan Utilitas Umum sebagaimana mestinya, dan membuat
pemyataan tidak mampu dan tidak akan berusahay
beraktifitas pembangunan perumahan lagi serta melepaskan
hak atas tanah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum beserta
seluruh bangunan yang berada diatasnya.



Pasa120
(1) Penyerahan Tanah Pengganti Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
a. Pengembangmenyerahkan persyaratan administrasi Tanah Pengganti

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, antara lain:
1. identitas para pihak yang melakukan serah terima;
2. rincian jenis, jumlah, lokasi dan ukuran obyek Tanah Pengganti

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umumyang akan diserahkan;
3. jadwal/waktu penyelesaian pembangunan, masa pemeliharaan dan

serah terima fisik Tanah Pengganti Prasarana, Sarana dan Utilitas
Umum;

4. fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan
bangunan tanah pengganti Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
dan tanda lunas pajak bumi dan bangunan Tanah Pengganti
Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum tahun terakhir sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

5. surat pemyataan Tanah Pengganti Prasarana, Sarana dan Utilitas
Umum tidak dalam sengketa dan tidak dijaminkan, yang diketahui
oleh KepalaDesa/Lurah dan kecamatan.

b. berdasarkan penyerahan Tanah Pengganti Prasarana, Sarana dan
Utilitas Umum dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud
pada huruf a, Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap
kelengkapan data administrasi Tanah PenggantiPrasarana, Sarana dan
UtilitasUmumyang akan diserahkan, yang hasilnya dituangkan dalam
berita acara serah terima administrasi Tanah Pengganti;

c. berdasarkan berita acara serah terima administrasi Tanah Pengganti
sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tim Verifikasi melakukan
peninjauan lokasi guna melakukan pemeriksaan dan penilaian fisik
terhadap Tanah Pengganti Prasarana, Sarana dan Utilitas Umumyang

Pasal 19
Tanah Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) memiliki
kriteria sebagai berikut:
a. berada di dalam lokasi Perumahan;
b. dalam hal Tanah Pengganti tidak dapat disediakan di dalam lokasi

Perumahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berada di luar
lokasi Perumahan dalam satu desa/kelurahan;

c. dalam hal Tanah Pengganti tidak dapat disediakan di dalam satu
desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada hurufb, dapat berada di luar
lokasi Perumahan dalam satu kecamatan;

d. dalam hal Tanah Pengganti tidak dapat disediakan di dalam satu
kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat disediakan di
kecamatan sekitar;

e. nilai Tanah Pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c dan
huruf d harus bemilai seimbang atau lebih besar dari nilai kekurangan
tanah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang dihitung berdasarkan
NilaiJual ObjekPajak masing-masing tanah tersebut;

f. Tanah Pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c dan huruf
d harus sesuai dengan peruntukan ruang; dan

g. lokasiTanah Penggantisebagaimana dimaksud dalam hurufb, huruf c dan
huruf d harus berada pada jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi
dengan permukiman penduduk.

dari penyerahan bertahap melainkan dari jumlah keseluruhan luas
Prasarana, Sarana dan Utilitas Umumyang menjadi kewajiban dikurangi
luas hasil pengukuran yang tidak sesuai.



Pasal 21
(1) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum tertentu yang telah

diserahkan kepada Pemerintah Daerah sepenuhnya menjadi
tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dikelola Pemerintah
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.

(2) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan dan/ atau memelihara:
a. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan yang sedang dalam

proses penyerahan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah;
b. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan yang sedang dalam

proses perolehan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan
yang Terlantar; dan/ atau

c. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan yang Terlantar.
(3) Pengembang/badan usaha swasta/masyarakat dapat

berpartisipasi dalam melakukan pemeliharaan/perbaikan
terhadap Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

(4) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam
pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan
yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5) Pemerintah Daerah apabila melakukan kerjasama pengelolaan
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan , maka
pemeliharaan fisik dan pendanaan Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Umum menjadi tanggung jawab pengelola atau Mitra
ketjasama.

(6) Pemeliharaan Zperbaikan terhadap Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan ayat (5) sesuai dengan standar teknis yang ditentukan

BAB VII
PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM

PERUMAHAN YANG TELAH DISERAHKAH

akan diverifikasi serta. merumuskan Tanah Pengganti Prasarana,
Sarana dan Utilitas Umum yang akan diserahkan layak atau tidak
layak untuk diterima, yang hasilnya dituangkan dalam berita acara
pemeriksaan Tanah Pengganti;

d. Pengembang akan menyerahkan Tanah Pengganti Prasarana, Sarana
dan Utilitas Umum sesuai dengan jadwal berita acara serah terima
administrasi Tanah Pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a
angka 3, Tim Verifikasi mempersiapkan berita acara serah terima fisik
Tanah Pengganti dan menetapkan jadwal penyerahan Tanah Pengganti
Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; dan

e. Pengembang akan menyerahkan alas hak Tanah Pengganti Prasarana,
Sarana dan Utilitas Umum dalam bentuk sertifikat hak pakai atas
nama Pemerintah Daerah, Tim Verifikasi mempersiapkan berita acara
serah terima sertifikat Tanah Pengganti.

(2) Tanah Pengganti yang akan diserahkan tidak layak untuk diterima,
Pengembang diberikan kesempatan untuk melakukan pengajuan lokasi
yang lain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah permohonan awal dinyatakan
tidak layak.

(3) Pelaksanaan penyerahan Tanah Pengganti Prasarana, Sarana dan Utilitas
Umum tidak dapat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan serah
terima Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.



Pasal23
(1) Setiap orang yang menyelenggarakan Perumahan yang tidak

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1), ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 18 ayat (1) dikenai sanksi
administratif.

(2) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat berupa:

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasa122
(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian

terhadap kewajiban Pengembang dalam menyediakan dan
menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
Perumahan.

(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui:
a. pendataan terhadap Pengembangyang sedang dan/ atau telah

melaksanakan pembangunan pada kawasan Perumahan;
b. penagihan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum kepada

Pengembang yang belum menyediakan dan/atau
menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;

c. pembinaan dan pemberian teguran kepada Pengembangyang
belum menyediakan dan/ atau menyerahkan Prasarana,
Sarana dan Utilitas Umum pada kawasan Perumahan;
danj'atau

d. pengenaan sanksi administratif.
(3) Pendataan terhadap perusahaan/Pengembang yang sedang

dan/atau telah melaksanakan pembangunan pada kawasan
Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman
dengan dibantu oleh Camat dan Lurah.

(4) Penagihan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dan pemberian
teguran kepada Pengembangyang belum menyediakan dan/ atau
menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c dilakukan
oleh sekretariat Tim Verifikasi.

(5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf d dilakukan sesuai tata cara pengenaan sanksi
administratif pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DALAM PENYEDIAAN DAN

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM
PERUMAHAN

Pemerintah Daerah.
(7) Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas UmumPerumahan

sebelum proses penyerahan menjadi tanggung jawab
Pengembang.

(8) Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan
setelah penyerahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TABUN 2023 NOMOR 1.36

H KOTA BANJARMASIN,
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SEKRETARIS DA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 l,OVGldbc.r 2L23

IBNU SINA
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WALl KOTA BANJARMASIN,

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 l~OVeL1 or 2L23

agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya
dalam BeritaDaerah KotaBanjarmasin.

Pasal 25
Peraturan WaliKota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24
Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka peraturan
yang memuat aturan serah terima Prasarana, Sarana dan Utilitas
Umum Perumahan, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan Peraturan WaliKotaini.

BABX
KETENTUAN PERALlHAN

a. teguran lisan;
b. teguran tertu lis;
c. penundaan pemberian persetujuan dokumen danzata.u

perizinan;
d. penghentian sementara kegiatan;
e. penghentian tetap kegiatari:
f. pencabutan sementara izin;
g. pencabutan tetap izin; dan z atau
h. denda administratif.

(3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
h, merupakan penerimaan Daerah.


